KERANGKA ACLAN KERJA

SUB KEGIATAN
PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT
KELENGKAPANNYA

KEGIATAN
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT
DAERAH

PROGRAM
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

PEMERINTAH KOTA BONTANG
KECAMATAN BONTANG UTARA




Latar Belakang
Dalam rangka pelaksananan Program Penunjang Urusan Pemerintahan

Kabupaten/Kota di Kecamatan Bontang Utara dalam hal Pengadaan Pakaian
Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya, untuk itu demi terwujudnya dan
terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota perlu
dilaksanakan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

Berdasarkan hal tersebut diatas, bahwa Program Penunjang Urusan
Pemerintahan Kabupaten/Kota merupakan salah satu program yang
mendukung kelancaran pelayanan administrasi perkantoran khususnya di
Kecamatan Bontang Utara dalam hal Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut
Kelengkapannya, maka dianggap perlu untuk diusulkan dan direncanakan
kegiatan tersebut pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2022

Dasar Hukum
Dasar hukum pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai
Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3839) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679),

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 4578),

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
4503;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman
Penyusunan, Pengendalién, dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2019;

Peraturan Pemerintah Kota Bontang No 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah No 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah;

Peraturan Presiden No 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa,
Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bontang Tahun 2016-2021;
Peraturan Walikota Bontang Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pelimpahan
Sebagian Kewenangan Walikota kepada Kecamatan Sebagai Perangkat
Daerah Kota Bontang;

Peraturan Daerah Kota Bontang No. 08 Tahun 2008 tentang Organisasi
Kecamatan,

Peraturan Walikota Bontang No 45 Tahun 2016 tentang tugas pokok dan
fungsi organisasi Kecamatan;

DPA nomor : 3.07.3.07.02.03.02.5.2 Tentang Pengadaan Pakaian Dinas
Beserta Perlengkapannya.



Sasaran

1. Terlaksananya Peningkatan Disiplin Aparatur dalam hal pelayanan
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.

2. Meningkatnya Disiplin Aparatur dalam hal pelayanan Pengadaan Pakaian
Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.

Maksud dan Tujuan

1. Terwujudnya pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan
Kabupaten/Kota dalam hal Penyediaan Bahan Logistik Kantor.

2. Meningkatkan pelayanan Peningkatan Disiplin Aparatur dapat berjalan
dengan baik.

Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut
Kelengkapannya di Kecamatan Bontang Utara yaitu terpenuhinya belanja
Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan, Pejabat Pengadaan
Barang dan Jasa, Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU), Belanja Pakaian
Korpri.

Jenis pekerjaan yang dilakukan dalam Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas
Beserta Atribut Kelengkapannya di Kecamatan Bontang Utara untuk Tahun
Anggaran 2022 meliputi :

1. Honorarium Penangungjawaban Pengelola Keuangan

2. Honorarium pejabat pengadaan barang & jasa

3. Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)

4. Belanja Pakaian Korpri

Pembiayaan

Seluruh pembiayaan kegiatan ini telah menjadi tanggung jawab Pemerintah
Kota Bontang dalam DPA Kecamatan Bontang Utara Kegiatan Pengadaan
Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya dengan rincian sebagai berikut :

1. Honorarium Penangungjawaban Pengelola Keuangan : Rp  1.010.000,-

2. Honorarium pejabat pengadaan barang & jasa . Rp. 760.000,-
3. Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) . Rp. 23.399.996,-
4. Belanja Pakaian Korpri . Rp. 23.520.000,-



Metode Pelaksanaan
Penunjukan Langsung

Waktu Pelaksanaan

Belanja PNS dan Belanja Barang & Jasa : 3 bulan

Matrik Pelaksanaan

No Program/Keglatan Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nop Des Ket

Honorarum panitia pelaksana kegiatan

Honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa

Belanja pakaian dinas upacara (PDU)

afo|p|=~

Belanja Pakaian Korpri

Penutup
Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai pedoman dalam
pelaksanaan kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut

Kelengkapannya.




KERANGKA ACLAN KERJA

SUB KEGIATAN
PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
KANTOR

KEGIATAN
ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH

PROGRAM
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

PEMERINTAH KOTA BONTANG
KECAMATAN BONTANG LITARA




Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan Kota Bontang,
melalui Kecamatan Bontang Selatan dibutuhkan sarana prasarana penunjang
Perlengkapan bagi aparatur guna kelancaran pelayanan administrasi
perkantoran. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur sangat penting dalam
mendukung dan tercapainya pengelolaan administrasi perkantoran di
Pemerintahan Kota Bontang.

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran
dan pelayanan publik Pemerintah Kota Bontang melalui Kecamatan Bontang
Selatan, maka pada tahun anggaran 2022 Kecamatan Bontang Utara untuk
melaksanakan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai
Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839)
Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintan Nomor 71 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4503;



7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2019;

10. Peraturan Pemerintah Kota Bontang No 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah No 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah,;

11. Peraturan Presiden No 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa;
12. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bontang Tahun 2016-2021,
13. Peraturan Walikota Bontang Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pelimpahan
Sebagian Kewenangan Walikota kepada Kecamatan Sebagai Perangkat

Daerah Kota Bontang;

14. Peraturan Daerah Kota Bontang No. 08 Tahun 2008 tentang Organisasi
Kecamatan;

15. Peraturan Walikota Bontang No 45 Tahun 2016 tentang tugas pokok dan
fungsi organisasi Kecamatan;

16. DPA Perubahan Kecamatan Bontang Utara Tahun Anggaran 2022.

Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dalam kegiatan Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor didalamnya terdapat kegiatan teknis yang bersifat penting
dan utama yaitu Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover,
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor — Bahan Komputer, Belanja
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor — Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor Lainnya,
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya, Belanja Modal Komputer dan Belanja Modal
Peralatan Komputer dimana Kegiatan tersebut mempunyai peranan penting untuk
kelancaran kinerja OPD sebagai OPD pendukung dalam sistem Pemerintahan
Daerah Kota Bontang ;

Maksud dan Tujuan
Tersedianya Kertas dan Cover, Bahan Komputer, Kegiatan Kantor Lainnya,
Komputer dan Peralatan Komputer maka pelaksanaan kegiatan berjalan dengan

)



lancar dan cepat dan tepat waktu dalam penyelesaian pelaksaanaan tugas.

Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor di
Kecamatan Bontang Utara yaitu terpenuhinya Kertas dan Cover, Bahan ,
Komputer, Bendera, Rak Arsip, Personal Computer, Printer.

Jenis pekerjaan yang dilakukan dalam Kegiatan Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor di Kecamatan Bontang Utara untuk Tahun Anggaran 2022
meliputi :

1. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor — Kertas dan Cover

2. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor — Bahan Komputer

3. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor — Alat/Bahan untuk Kegiatan
Kantor Lainnya

Belanja Modal Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor

Belanja Modal Alat Kantor Lainnya

Belanja Modal Komputer

~N o o bk

Belanja Modal Peralatan Komputer

Pembiayaan

Seluruh pembiayaan kegiatan ini telah menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota

Bontang dalam DPA Kecamatan Bontang Utara Kegiatan Penyediaan Jasa

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor — Kertas dan Cover = Rp.
7.104.000,-

2. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor — Bahan Komputer
11.287.200,-

3. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor — Alat/Bahan untuk Kegiatan

Kantor Lainnya = Rp. 7.500.000,-

Belanja Modal Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor = Rp. 50.000.0000,-

Belanja Modal Alat Kantor Lainnya = Rp. 8.000.000,-

Belanja Modal Komputer = Rp. 37.680.000,-

Belanja Modal Peralatan Komputer = Rp. 24.000.000,-

Rp.

- S

Metode Pelaksanaan
Swakelola

Waktu Pelaksanaan

Belanja Jasa Kantor : 3 bulan (bulan Oktober s.d bulan Desember) 2022



Matrik Pelaksanaan

anj ahan k Kegin Gl
Kantor — Kertas dan Cover
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan
Kantor — Bahan Komputer

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan
3. | Kantor — Alat/Bahan untuk Kegiatan
Kantor Lainnya

Belanja Modal Alat Penyimpanan
Perlengkapan Kantor

Belanja Modal Alat Kantor Lainnya
Belanja Modal Komputer

Belanja Modal Peralatan Komputer

Penutup
Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaan
kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

PPTK,

Saropah, S.Kom
Penata

NIP. 19820614 200604 2 017
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KERANGKA ACLIAN KERJA

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI
BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
KEGIATAN
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
PERANGKAT DAERAH

PROGRAM
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH

KABUPATEN/KOTA

PEMERINTAH KOTA BONTANG
KECAMATAN BONTANG LITARA




Latar Belakang
Dalam rangka pelaksananan Program Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah Kabupaten/Kota di Kecamatan Bontang Utara dalam hal Pendidikan dan
Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, untuk itu demi terwujudnya
dan terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota perlu dilaksanakan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
Berdasarkan Tugas dan Fungsi. Berdasarkan hal tersebut diatas, bahwa Program
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota merupakan salah satu
program yang mendukung kelancaran Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
Berdasarkan Tugas dan Fungsi. khususnya di Kecamatan Bontang Utara dalam
hal Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi., maka
dianggap perlu untuk diusulkan dan direncanakan kegiatan tersebut pada
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai
Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839)
Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355),

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional,

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679),

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);
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Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4503;
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2019;

Peraturan Pemerintah Kota Bontang No 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah No 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah;

Peraturan Presiden No 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa;
Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bontang Tahun 2016-2021;
Peraturan Walikota Bontang Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pelimpahan
Sebagian Kewenangan Walikota kepada Kecamatan Sebagai Perangkat
Daerah Kota Bontang;

Peraturan Daerah Kota Bontang No. 08 Tahun 2008 tentang Organisasi
Kecamatan;

Peraturan Walikota Bontang No 45 Tahun 2016 tentang tugas pokok dan
fungsi organisasi Kecamatan;

DPA nomor : 3.07.3.07.02.05.01.5.2 Tentang Pendidikan dan Pelatihan
Formal.

Sasaran

8

Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam hal
pelayanan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan
Fungsi.

Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam hal pelayanan
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.

Maksud dan Tujuan

Terwujudnya pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota dalam hal Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan




Tugas dan Fungsi Meningkatkan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
dapat berjalan dengan baik.

Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas
dan Fungsi di Kecamatan Bontang Utara yaitu terpenuhinya belanja Kontribusi.

Jenis pekerjaan yang dilakukan dalam Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan
Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi di Kecamatan Bontang Utara untuk
Tahun Anggaran 2022 meliputi :

1. Belanja Kontribusi dan Kontribusi Non PNS

Pembiayaan

Seluruh pembiayaan kegiatan ini telah menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota
Bontang dalam DPA Kecamatan Bontang Utara Kegiatan Pendidikan dan
Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan rincian sebagai
berikut :

1. Belanja kontribusi :Rp 18.000.000,-

2. Belanja Perjalanan Dinas Biasa :Rp 31.400.000,-

Metode Pelaksanaan
Swakelola

Waktu Pelaksanaan

Belanja Kontribusi : 12 bulan

Matrik Pelaksanaan

Belanja kontribusi

2. Belanja kontribusi Non PNS

Penutup
Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaan
kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.

<.
f’“’;“’y
[ * (=0n
\

CAMATAN
BONTANG UT ARA

Pembina TK | (IV/b)

Penata IIIIc \@ -
(lll/c) \ /19651104 199803 1 007

NIP. 19820614 200604 2 017




KERANGKA ACLIAN KERJA

SUB KEGIATAN
PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR

>

KEGIATAN
ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH

PROGRAM
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

PEMERINTAH KOTA BONTANG
KECAMATAN BONTANG LTARA




Latar Belakang

Dalam rangka pelaksananan Program Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota di Kecamatan Bontang Utara dalam hal Penyediaan
Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, untuk itu demi
terwujudnya dan terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota perlu dilaksanakan Kegiatan Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.

Berdasarkan hal tersebut diatas, bahwa Program Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota merupakan salah satu program yang
mendukung kelancaran pelayanan administrasi perkantoran khususnya di
Kecamatan Bontang Utara dalam hal Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, maka dianggap perlu untuk diusulkan dan
direncanakan kegiatan tersebut pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2022.

Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai
Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839)
Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355),

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan



10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4503,;
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerabh;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2019;

Peraturan Pemerintah Kota Bontang No 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah No 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah;

Peraturan Presiden No 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa;
Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bontang Tahun 2016-2021;
Peraturan Walikota Bontang Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pelimpahan
Sebagian Kewenangan Walikota kepada Kecamatan Sebagai Perangkat
Daerah Kota Bontang;

Peraturan Daerah Kota Bontang No. 08 Tahun 2008 tentang Organisasi
Kecamatan;

Peraturan Walikota Bontang No 45 Tahun 2016 tentang tugas pokok dan
fungsi organisasi Kecamatan;

DPA nomor : 3.07.3.07.02.01.02.5.2 Tentang Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.

Sasaran

1.

Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran dalam hal pelayanan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran dalam hal pelayanan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.



Maksud dan Tujuan

1. Terwujudnya pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota dalam hal Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.

2. Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran dapat berjalan dengan
baik.

Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor di Kecamatan Bontang Utara yaitu terpenuhinya belanja
peralatan listrik dan elektronik.

Jenis pekerjaan yang dilakukan dalam Kegiatan Penyediaan Barang Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor di Kecamatan Bontang Utara untuk
Tahun Anggaran 2022 meliputi :

1. Belanja Alat/Bahan Listrik

Pembiayaan

Seluruh pembiayaan kegiatan ini telah menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota
Bontang dalam DPA Kecamatan Bontang Utara Kegiatan Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor :

1. Belanja Alat/Bahan Listrik Rp 5.000.000,-

Metode Pelaksanaan
Swakelola

Waktu Pelaksanaan

Belanja peralatan listrik dan elektronik : pengadaan pada bulan Februari 2021
dan waktu pelayanan 1 bulan

Matrik Pelaksanaan

No Program/Kegiatan Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep \ Okt | Nop Des Ket
oot s S s T B A5 A i e (TR i

2
N
)

Belanja peralatan listrik dan elektronik

(5]



J.

Penutup
Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaan
kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.

sl \ Pemblna TK 1 (IV/b)

Penata (lll/c) o £
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